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PEMERINTAH Indonesia mulai melarang ekspor bijih nikel 
Januari 2014. Pemerintah mendorong industri pengolahan 
nikel dalam negeri. Kebijakan hilirisasi mineral ini memang 
tertuang dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara. Karena pengolahan 
nikel bersifat padat modal, ratusan perusahaan pemegang izin 
usaha pertambangan (IUP) tidak berdaya. Mereka terpaksa 
menghentikan operasi. 

Pada 2017, pemerintah melonggarkan ekspor bijih nikel kadar 
rendah (<1,7% Ni). Kebijakan ini hanya berlaku bagi pemegang 
izin pertambangan yang memiliki komitmen pembangunan 
fasilitas pengolahan. 

Awal 2020, pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel 
kadar rendah. Harapannya, Indonesia dapat menjadi tuan 
rumah industri baterai kendaraan listrik. Soalnya, jenis baterai 
kendaraan listrik dengan unsur nikel yang kaya sedang naik 
daun. 

Larangan ekspor telah menarik investasi pengolahan nikel 
dalam lima tahun terakhir. Terutama investasi asing langsung 
yang dimotori Tiongkok di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
dan Maluku Utara. Hasilnya, Indonesia menjadi salah satu 
penghasil nikel olahan terbesar di dunia.

Morowali di Sulawesi Tengah adalah contoh sukses kebijakan 
hilirisasi nikel. Di sana berdiri Indonesia Morowali Industrial Park 
(IMIP). Sebuah kawasan industri yang melayani ekspansi global 
modal Tiongkok. Empat tahun ini, setelah fasilitas pengolahan 
nikel beroperasi, IMIP telah menjadi penghasil utama nickel 
pig iron (NPI) di Indonesia. Bahkan, IMIP sudah menjadi pusat 
pembuatan baja nirkarat. Sebuah produk turunan nikel olahan. 

Saat ini, kendaraan listrik menjadi trend dunia. Beredar banyak 
khabar tentang rencana investasi asing langsung untuk 
pembuatan baterai kendaraan listrik di Indonesia. Di kawasan 
IMIP dua perusahaan sudah mulai membangun fasilitasnya. 
Sejak Januari tahun lalu, pembangunan fasilitas pengolahan 
nikel dengan teknologi high-pressure acid leaching (HPAL) 
sudah dimulai. 

Industri berbasis nikel di Morowali tumbuh cepat. Itu mengubah 
wajah Morowali dalam lima tahun terakhir. Ekonomi Morowali 
tumbuh hebat. Lapangan pekerjaan tersedia luas. 

Tetapi, banyak soal muncul. Upah buruh, kontrak kerja, 
dan kecelakaan di tempat kerja merupakan masalah-
masalah yang dihadapi para pekerja. Pembakaran batubara 
menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran sungai dan 
laut karena pembuangan limbah industri menjadi soal. Banjir 
karena kegiatan penambangan menjadi biasa. 

Seputar Rakyat mengajak pembaca untuk melihat apa yang 
sedang terjadi di sana. Sebagian bahan dalam edisi ini ditulis 
dengan merujuk ke sebuah laporan penelitian oleh Arianto 
Sangadji dan Muhamad Fardan setebal 156 halaman berjudul 
Rantai Produksi Komoditas Berbasis Nikel (2019). 

Selamat membaca!
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HILIRISASI MINERAL DI MOROWALI

DEPOSIT bijih nikel hanya terdapat di 
beberapa tempat di Indonesia. Morowali 
adalah salah satu. Daerah ini memiliki 
deposit yang kaya. Diperkirakan, 
terdapat 370 juta ton cadangan nikel di 
Morowali. Sejak lama wilayah itu menjadi 
perhatian perusahaan-perusahaan 
raksasa nikel dunia. Sejak akhir dekade 
1960-an, PT Inco Indonesia (sekarang PT 
Vale Indonesia) sudah memiliki wilayah 
kontrak karya (KK) di Morowali. Saat ini, 
perusahaan memiliki areal kontrak karya 
seluas 22.699 hektar di sana. Berkali-kali 
Vale bilang akan melakukan kegiatan 
produksi di sana. Tetapi belum pernah 
terjadi. 

Terakhir, dalam Laporan Tahunan 2018, 
Vale berencana membangun pabrik 
feronikel di Morowali. Pabrik akan 
mengolah bijih nikel saprolite untuk 
bahan baku pembuatan baja nirkarat. 
Pabrik dengan kapasitas produksi 70.000 
ton pertahun tersebut menyerap investasi 
senilai antara US$ 1,6 (Rp 21,9 triliun) 
hingga US$ 1,8 milyar (Rp 24,7 triliun). 

Untuk proyek ini, Vale berencana 
untuk menggandeng perusahaan asal 
Tiongkok sebagai mitra. ”Saat ini sudah 
kerucut satu partner dan tahap final 
negosiasi komersial, harapannya segera 
rampung. Memang negosiasi komersial 
ini lebih panjang dari perkiraan,” 
Direktur Vale Indonesia Febriani Eddy 
menjelaskan kepada Kompas akhir 
Agustus 2019 (Kompas.com, 27/8/2019).

Pertengahan dekade 2000-an, 
perusahaan raksasa tambang dunia 
Rio Tinto berencana menanam modal 
senilai US$ 1 miliar di Morowali. 
Sedianya, Rio Tinto membangun pabrik 
di sana. Fasilitas dengan teknologi 
high-pressure acid leaching (HPAL) itu 
akan menghasilkan nikel berkadar 90% 
dan kobalt berkadar 88%. Rio Tinto 
berharap akan menghasilkan nikel 
olahan sebanyak 40 ribu ton pertahun. 
Proyek ditargetkan beroperasi pada 
2015. Tetapi, rencana urung dilakukan. 
Terhambat soal perubahan regulasi 
setelah muncul Undang-undang No 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara.

Rio Tinto memang sejak 1999 punya 
wilayah KK di perbatasan Sulawesi 
Tenggara dan Sulawesi Tengah. Di 
Sulawesi Tengah, wilayah KK terdapat di 
Morowali. Belakangan, Bupati Morowali, 
Anwar Hafid, menerbitkan 14 kuasa 
pertambangan (KP) di atas KK itu kepada 
beberapa perusahaan, termasuk PT 
Bintang Delapan Mineral (BDM). Tidak 
terima, pada 2008, Rio Tinto menggugat 
Pemerintah Kabupaten Morowali ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Palu, Sulawesi Tengah. Tetapi, Rio Tinto 
kalah di pengadilan. Belakangan Rio 
Tinto melalui anak usahanya PT Sulawesi 
Cahaya Mineral telah memiliki izin usaha 
pertambangan (IUP) seluas 21.100 hektar 
di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, 
bertetangga dengan Morowali.

Penambangan bijih nikel di Morowali 
dimulai sejak akhir dekade lalu. 
Morowali menjadi salah satu daerah 
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di Indonesia yang paling sibuk dengan 
penambangan bijih nikel. Pada 2013, 
ada 204 perusahaan pemegang IUP 
di sana. Ribuan buruh tambang dari 
berbagai penjuru tanah air mengerumuni 
Morowali. Kendaraan-kendaraan berat 
lalu lalang tanpa henti. Menggunduli 
hutan, menggali tanah, dan mengangkut 
bijih nikel jadi pemandangan biasa. 
Teluk Tolo ramai dengan lalu lintas kapal 
pengangkut bijih nikel.

Lingkungan alam berubah. Debu 
beterbangan. Di musim hujan, air sungai 
dan laut berganti warna, menjadi 
kecoklat-coklatan. Dari gunung, lumpur 
turun ke laut. 

Awalnya, penambangan hanya untuk 
ekspor luar negeri. Pada 2013, ekspor biji 
nikel mentah dari Morowali mencapai 
8,3 juta ton. Angka  itu  mewakili 13% 
dari total ekspor bijih nikel nasional. 
Tahun itu, PT BDM menyumbang 45% 
dari total ekspor bijih nikel Morowali. 
PT BDM adalah pemegang IUP 
seluas 47.000 hektar di Morowali dan 
merupakan salah satu sayap bisnis 
pertambangan Bintangdelapan Grup. 
Negara tujuan utama ekspor adalah 
Tiongkok. Di negeri Tirai Bambu itu, nikel 

asal Morowali diolah menjadi nickel pig 
iron (NPI) sebelum diolah lagi menjadi 
baja nirkarat (stainless steel). 

Keadaan berubah cepat. Pemerintah 
Indonesia melarang ekspor bijih nikel awal 
Januari 2014. Pemerintah mendorong 
pengembangan industri pengolahan 
nikel dalam negeri. Perusahaan-
perusahaan diharapkan membangun 
fasilitas peleburan. Pemerintah menyebut 
larangan ekspor sebagai bagian dari 
kebijakan hilirisasi mineral. 

Karena butuh modal besar, hampir 
semua pemegang IUP tidak mampu 
membangun smelter atau fasilitas 
peleburan. Akibatnya, mayoritas 
perusahaan-perusahaan pemegang IUP 
terpaksa stop beroperasi. Ribuan buruh 
tambang kehilangan pekerjaan. Usaha-
usaha ekonomi penunjang seperti cafe, 
rumah kos, warung menjadi sepi.

Tidak lama. Morowali kemudian berubah 
wajah. Pembangunan fasilitas smelter 
dimulai pada 2014. Tetapi, dari ratusan 
pemegang IUP, hanya sedikit yang mau 
membangun smelter. Di antaranya, PT 
Aquila Nikel, PT Nusajaya Persadatama 
Mandiri, PT PAM Metalindo, PT Hengjaya, 
dan PT BDM. Tetapi, hingga 2019, hanya 

PT Hengjaya dan PT BDM yang sudah 
mengoperasikan smelter. 

Karena mahal dan tidak menguasai 
teknologi, perusahaan-perusahaan 
itu terpaksa bekerja sama dengan 
perusahaan-perusahaan asing. PT BDM 
menggandeng Tsingshan Group, raja 
logam dari Tiongkok. Kedua perusahaan 
membentuk usaha bersama berbendera 
PT Sulawesi Mining Investment (SMI). PT 
SMI lantas membangun fasilitas proyek 
smelter pertama di sana.

Sementara PT Hengjaya menggandeng 
Nickel Mines Limited, perusahaan asal 
Australia. Tetapi, Shanghai Decent 
Investment (Group) Co Ltd menguasai 
11,65% saham Nickel Mines Limited. 
Shanghai Decent Investment adalah 
anak usaha Tsingshan Group. PT 
Hengjaya Nickel Industri (HNI) telah 
memiliki smelter nikel di Morowali.

Fasilitas smelter-smelter itu berdiri di 
Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). 
Kawasan industri ini merupakan sebuah 
usaha patungan antara PT BDM, PT SMI, 
dan anak usaha Tsingshan Group. Lima 
tahun sesudah pembangunan fasilitas 
smelter pertama, IMIP telah menjadi 
sebuah kawasan industri terintegrasi 

Indonesia Morowali Industrial Park (Kredit foto: The Straits Times)
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Perusahaan Luas Areal 

PT Alaska Dwipa Perdana 480

PT Ang and Fang Brother 1.113

PT Bima Cakra Perkasa Mineral Indo 199

PT Bintang Delapan Ebergi 4.902

PT Bintang Delapan Mineral 21.695

PT Bumi Routa Mining 5.690

PT Hengjaya Mineral Indo 6.249

PT Indo Berkah Jaya Mandiri 196

PT Lanona Tama 4.311

PT Mega Nur 200

PT Mineral Morowali Indonesia 154

PT Mitra Karya Agung Lestari 743

PT Mitra Sulawesi Bersama 606

PT Nursajaya Persadatama Mandiri 1.825

PT Oti Eta Abadi 3.339

PT Pam Mineral 198

PT Persada Agung Sentosa 1.397

PT Pinxiang Mining Industry Group 40

PT Prima Nusa Sentosa 175

PT Sulawesi Resources 1.440

PT Teknik Alum Service 1.301

PT Total Prima Indonesia 1.142

CV Tridaya Jaya 984

PT Wosindo Mineral Jaya 395

PT Wosindo Perkasa 477

PT Bumi Morowali Utama 2.008

PT Dua Rajawali Proenergi 5.041

PT Kencana Bumi Mineral 2.549

PT Labota Bahodopi Sorajai 608

PT Laroenai Bungsel Sorajai 256

PT Mahligai Artha Sejahtera 514

PT Makarti Padobaho Sorajai 1.135

PT Raihan Catur Putra 688

PT Topogaro Bungbar Sorajai 148

PT Dongsi Surya Mandiri 17.640

PT Indoberkah Jaya Mandiri 1.776

PT Sambalagi Mineral Prima 990

Total 92.604

Sumber: Dinas ESDM Sulawesi Tengah (2019)

berbasis nikel berkelas dunia. Hingga 
Januari 2019, total nilai investasi yang 
sudah masuk di kawasan industri itu 
mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 
69 triliun.

Managing Director PT IMIP Hamid Mina 
menyatakan bahwa, “kawasan IMIP 
sebagai klaster industri terintegrasi 
berbasis nikel dan baja, saat ini terus 
mengembangkan industri di dalamnya, 
agar berdaya saing global”, tuturnya 
seperti dikutip Siaran Pers Kementerian 
Perindustrian awal tahun lalu.

Berbagai jenis pabrik sudah berdiri di 
IMIP.  Di antaranya adalah smelter-
smelter nickel pig iron (NPI). Smelter-
smelter itu menggunakan teknologi 
rotary kiln-electric furnace (RKEF) dan 
blast furnace (BF). Di kawasan industri 
juga telah berdiri smelter-smelter 
ferrochrome dan ferrosilicon, pabrik-
pabrik manganese electrolytic, baja 
nirkarat, baja karbon, dll. Ada juga 
pabrik-pabrik yang menghasilkan 
bahan-bahan penunjang lain. 

IMIP menghasilkan berbagai jenis 
komoditas seperti NPI, ferrochrome, 
lempengan baja nirkarat (slab), 
gulungan baja nirkarat (coil), yakni baja 
canai panas dan baja canai dingin, 
baja karbon. Bahan-bahan penunjang 
seperti semikokas, kokas, dan asam 
sulfur juga diproduksi di IMIP. 

Kawasan industri di Morowali itu telah 
menjadi salah satu penghasil nikel 
olahan penting dunia. IMIP juga menjadi 
salah satu pusat industri baja nirkarat 
dengan ongkos produksi paling murah. 
Karena lokasi produksi baja nirkarat 
menyatu dengan lokasi produksi NPI 
dan ferrochrome. NPI dan ferrochrome 
adalah bahan baku utama pembuatan 
baja nirkarat. Terintegrasinya lokasi 
produksi membuat produk-produk 
semi baja nirkarat dari IMIP dapat 
dijual dengan harga lebih murah di 
pasar global.

Berbagai komoditas olahan lain juga 
akan segera dihasilkan dari Morowali. 
Di antaranya, produksi bahan baku 
untuk pembuatan baterai kendaraan 
listrik. Pembangunan fasilitas-fasilitas 
produksi nikel yang menggunakan 
teknologi HPAL di lingkungan IMIP sudah 

TABEL 1: Pemegang IUP Produksi Nikel (clear & clean) 
di Morowali dan luas areal (dalam hektar)
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dimulai sejak Januari 2019. Teknologi 
HPAL digunakan untuk mengolah nikel 
kadar rendah atau limonite menjadi 
bahan baku baterai.  

Setahun berlalu, proyek pembangunan 
berjalan lambat. Analisa dampak 
lingkungan menjadi masalah. Soalnya, 
limbah industri itu hendak dibuat ke 
laut. Tetapi, awal tahun ini, seperti 
dikutip Reuters (8/1/2020), Menko 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan bilang Andal proyek baterai 
listrik itu sudah disetujui. Kendati Luhut 
menyatakan bahwa ia tidak bilang 
limbah industri pengolahan itu akan 
dibuang ke laut. 

Di balik kemajuan cepat hilirisasi 
di Morowali adalah usaha hulu 
penambangan bijih nikel. PT BDM 
kembali menjadi penambang kunci 
pengerukan bijih nikel di Morowali. Pada 
2017, dari total konsumsi bijih nikel 
15,2 juta ton di IMIP, BDM merupakan 
pemasok utama. Perusahaan lain 
adalah PT Hengjaya Mineralindo yang 
memiliki IUP seluas 6.249 hektar di 
Morowali. Sejak 2015, perusahaan ini 
memiliki kontrak penjualan bijih nikel 
dengan PT SMI dan kemudian juga 
dengan PT Indonesia Tsingshan Stainless 
Steel (ITSS) di IMIP.

Tidak ada angka pasti jumlah pemasok 
bijih nikel lain ke IMIP. Tetapi, saat ini ada 
37 perusahaan pemegang IUP produksi 
nikel di Morowali dengan total luas 
wilayah konsesi 92.604 hektar (lihat TABEL 
1). Mayoritas perusahaan-perusahan 
itu tidak memiliki smelter atau rencana 
membangun smelter. Mereka tidak bisa 
mengekspor bijih nikel ke luar negeri. 
Mereka hanya menjualnya di dalam 
negeri, terutama ke IMIP. Selain dari 
Morowali, pasokan bijih nikel untuk IMIP 
juga berdatangan dari Maluku Utara 
dan Sulawesi Tenggara. Kedua provinsi 
merupakan penghasil nikel utama di 
Indonesia, selain Sulawesi Tengah.

IMIP merupakan contoh sukses 
industrialisasi. Morowali masih 
terkebelakang dan terisolasi dalam 
dekade lalu. Sekitar 10 tahun lalu, 
pertanian tradisional mendominasi 
ekonomi kabupaten itu. Kini, puluhan ribu 
manusia bekerja hanya dalam sebuah 
kawasan industri. Mereka menjadi buruh 
industri modern. Morowali telah menjadi 
tuan rumah industri berbasis sumber 
daya alam terkemuka di Indonesia. 

Sejatinya, modal transnasional berada 
di balik kemajuan Morowali.  Tsingshan 
Holding Group adalah pemodal kunci 
di Morowali. Grup perusahaan swasta 
ini mengontrol pengelolaan IMIP, industri 
pengolahan nikel, dan berbagai industri 

turunannya. Tsingshan mengendalikan 
melalui penguasaan saham dan kerja 
sama dengan berbagai perusahaan 
yang beroperasi di dalam kawasan 
itu. Perusahaan juga mengontrol akses 
terhadap deposit bijih nikel melalui para 
pemasok bijih nikel yang menambang 
di Morowali dan bahkan di Sulawesi 
Tengggara dan Maluku Utara.

Tsingshan merupakan sebuah 
perusahaan raksasa dunia di bidang 
industri logam. Perusahaan memiliki 
kantor pusat di Wenzhou, Tiongkok. Pada 
2019, Fortune Global 500 menempatkan 
Tsingshan Holding Group di urutan 
361 dari 500 perusahaan-perusahaan 
terbesar dunia (lihat CHART 1). Nilai 
pendapatannya mencapai US$ 34,2 
miliar atau sekitar Rp 470,3 triliun. 

Masih di Morowali, tetapi di luar IMIP, 
pabrik berbasis nikel juga dalam tahap 
pembangunan. PT Wanxiang Nickel 
Indonesia sedang membangun fasilitas 
smelter di Desa Le’le, Kecamatan 
Bahudopi. Perusahaan asal Tiongkok 
ini akan memiliki smelter pengolahan 
bijih nikel menjadi feronikel. Proyek 
tahap pertama diharapkan akan 
menghasilkan sekitar 30.000 ton bijih 
nikel pertahun (Tim redaksi). 

Sumber: Diolah dari Fortune Global 500

CHART 1. 13 Perusahaan Terbesar di Dunia dalam Industri 
Logam (pendapatan dalam $ miliar) 

... Pada 2013, ada 204 perusahaan 
pemegang IUP di sana. Ribuan 
buruh tambang dari berbagai 
penjuru tanah air mengerumuni 
Morowali. Kendaraan-kendaraan 
berat lalu lalang tanpa henti. 
Menggunduli hutan, menggali 
tanah, dan mengangkut bijih nikel 
jadi pemandangan biasa. Teluk 
Tolo ramai dengan lalu lintas kapal 
pengangkut bijih nikel.

Lingkungan alam berubah. Debu 
beterbangan. Di musim hujan, air 
sungai dan laut berganti warna, 
menjadi kecoklat-coklatan. Dari 
gunung, lumpur turun ke laut. 

“

“
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PADA 2013, sebuah kawasan industri di 
Sulawesi Tengah resmi berdiri. Namanya, 
Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). 
Kawasan industri ini merupakan proyek 
kerja sama antara swasta Indonesia 
dan swasta Tiongkok. Lebih jelas, 
IMIP adalah usaha patungan antara 
Shanghai Decent Investment Co. Ltd., PT 
Bintangdelapan Investama dan PT SMI. 
Shanghai Decent Investment adalah 
anak usaha dan merupakan sayap 
investasi dan bisnis luar negeri Tsingshan 
Holding Group asal Tiongkok. Shanghai 
Decent Investment menguasai  49,69% 
saham IMIP. Bintangdelapan Investama 
dan SMI mengontrol masing-masing 
25,31% dan 25% saham sisa. 

Bintangdelapan Investama bukan 
perusahaan yang akrab di telinga publik. 
Perusahaan ini merupakan bagian dari 
Bintang Delapan Grup. Paling tidak, 
hingga 2010, perusahaan ini juga 
tidak dikenal. Tetapi, ada nama besar 
di balik grup ini. Presiden komisarisnya 
adalah Letnan Jenderal (pur.) Sintong 
Panjaitan. Sintong menjabat Komandan 
Jenderal Komando Pasukan Khusus 
(Kopassus) pada 1985-1987. Sintong 
berpengalaman dalam operasi-
operasi militer seperti Hendro Subroto 
menulisnya dalam buku Sintong 
Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit 
Para Komando (2009). Saat berpangkat 
letnan kolonel, Sintong memimpin 30 
anggota pasukan antiterror Kopassus 
(saat itu Kopasandha) membebaskan 
para sandera dari pesawat DC-9 Woyla 
milik Garuda Indonesia di bandara 
Don Muang-Thailand. Operasi militer, 
pada 31 Maret 1981 dini hari, hanya 
memakan waktu tiga menit.  Dalam 
operasi itu, semua pembajak tertembak 
mati. Seorang anggota Kopassus dan 
pilot pesawat juga meninggal dunia. 
Dilaporkan, mereka ditembak para 
pembajak.

Morowali tidak asing bagi Sintong. Dia 
punya pengalaman tempur di wilayah 
yang berbatasan dengan Sulawesi 
Tenggara itu. Saat berpangkat letnan 

dua, Sintong terlibat Operasi Kilat 
penumpasan DI/TII pimpinan Kahar 
Muzzakar di Sulawesi Selatan. Sintong 
memimpin sebuah peleton pasukan 
khusus yang ditugaskan dalam 
pengejaran Kahar di sekitar Sungai 
Lasolo. Kendati sudah mencium lokasi 
Kahar, pasukan Sintong bertugas 
menutupi ruang gerak Kahar, bukan 
menyergap. Kahar dilaporkan tewas 
pada 3 Februari 1965 di sebuah rumah 
di tepi sungai Lasolo setelah pasukan TNI 
lain menyergap. Saat ini sungai tersebut 
merupakan bagian dari Kabupaten 
Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, 
berbatasan dengan Morowali. 

IMIP juga boleh disebut sebagai 
Tsingshan Industrial Park. Karena, anak 
usahanya Shanghai Decent Investment 
menguasai saham mayoritas IMIP secara 
langsung. Tetapi juga secara tidak 
langsung melalui penguasaan saham 
PT SMI. Diketahui, Shanghai Decent 
mengontrol 46,55% saham PT SMI. 

Pemerintah Indonesia dan Tiongkok 
mendukung proyek antar sektor swasta 
ini. Pada 3 Oktober 2013, disaksikan 
Presiden Tiongkok Xi Jinping dan 
Presiden Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono, pemilik Tsingshan 
Group Xiang Guangda dan pemilik 
Grup Bintangdelapan Halim Mina 
menandatangani perjanjian kerja sama 
pembangunan kawasan industri itu.

Menurut Huang Weifeng (Presiden 
Direktur IMIP), seperti dikutip dalam 
Laporan Tahunan IMIP 2017, proyek 
IMIP didukung pembiayaannya oleh 
Bank Pembangunan Tiongkok, Bank 
Ekspor Impor dan beberapa bank asal 
Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa IMIP 
merupakan sebuah kawasan industri 
dalam proyek kerja sama ekonomi 
Tiongkok di luar negeri. Dalam hal ini, 
IMIP tidak bisa dipisahkan dari prakarsa 
One Belt and One Road (OBOR) atau 
Belt and Road Initiative (BRI). Prakarsa ini 
bertujuan memperkenalkan kerja sama 
pembangunan dan perdagangan 

baru bagi Tiongkok dan kawasan-
kawasan sekitarnya. Prakarsa OBOR 
diperkenalkan Xi Jinping pada 2013.

Setelah melewati tahap konstruksi 
cepat, kawasan industri Morowali 
sudah beroperasi sejak 2015. Kawasan 
industri seluas 2 ribu hektar itu sudah 
diisi berbagai perusahaan (tenants). 
Data resmi Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Morowali  menyebut jumlah 
tenaga kerja sudah mencapai lebih dari 
38 ribu  pekerja (lihat TABEL 1). Selain 
smelter nikel, smelter chrome, pabrik 
baja dan aneka pabrik lain, kawasan 
itu memiliki pembangkit listrik tenaga 
uap (PLTU) dengan kapasitas terpasang 
1.130 MW. PLTU akan terus dibangun 
sejalan dengan pertumbuhan industri 
di dalam kawasan. Saat ini, kebutuhan 
batubara mencapai 6 juta ton pertahun. 
Batubara untuk kawasan ini dikapalkan 
dari Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Selatan. 

Infrastruktur pendukung lain sudah 
tersedia. IMIP memiliki pelabuhan laut, 
pelabuhan udara dengan panjang 
landasan 1.800 meter, jaringan 
telekomunikasi, guest house, poliklinik, 
pendidikan politeknik dll. 

###

PROYEK pertama di kawasan IMIP adalah 
pembangunan smelter dan PLTU milik PT 
SMI. Presiden Joko Widodo meresmikan 
produksi pertama proyek tersebut pada 
28 Mei 2015. PT SMI memiliki fasilitas 
smelter dengan kapasitas produksi NPI 
(10%-11% Ni) 300 ribu ton pertahun. 
Smelter SMI mengolah bijih nikel 
dengan kadar 1,8%–2,0% Ni. Pasokan 
bahan baku bijih nikel, sekitar 3 juta ton 
pertahun, bersumber dari perusahaan-
perusahaan tambang yang berafiliasi 
dengan SMI. Perusahaan menggunakan 
teknologi Tanur Berputar-Tungku Listrik 
atau RKEF sebanyak 4 jalur produksi. 

SMI memiliki PLTU 2x65MW. Jumlah 
pasokan bahan bakar batubara ke 

INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK
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perusahaan mencapai 650.000 ton 
pertahun. 

Sebagai sebuah usaha patungan, 
saham SMI dikuasai PT BDM sebanyak 
25,65%, Shanghai Decent Investment 
(Group) Co.Ltd sebanyak 46,55%, Reed 
International Limited 24%, dan Fujian 
Decent Industrial Co., Ltd 3,8%. 

Proyek kedua dimiliki PT Indonesia 
Guang Ching Nickel and Stainless Steel 
Industry (PT GCNS). Perusahaan memiliki 
fasilitas smelter NPI dengan kapasitas 
produksi 600 ribu ton pertahun. Ada 
8 jalur produksi RKEF. Perusahaan 
mulai berproduksi April 2016. Sumber 
bahan bakunya adalah bijih nikel laterit 
dengan kadar 1,9%. Tingkat konsumsi 
bijih nikel pertahun mencapai 6 juta ton 
yang dipasok dari areal penambangan 
PT BDM atau membeli dari sumber 
lain di sekitar proyek. Bahan bakar 
yang diperlukan untuk pengeringan 
dan pembakaran bijih adalah bubuk 
batubara, dengan kuantitas lignite 
sebanyak 480 ribu ton pertahun. PT 
GCNS memiliki PLTU 2x150MW

Perusahaan juga sudah membangun 
pabrik pembuatan baja nirkarat 
dengan kapasitas produksi 1 juta ton 
pertahun dan baja canai panas (hot-
rolled coil) sebanyak 2 juta ton pertahun. 
Pabrik sudah berproduksi dan menjadi 
penghasil baja nirkarat pertama di IMIP. 
Pada 2017, perusahaan menghasilkan 
baja batangan lebih dari 476 ribu ton 
dan baja nirkarat baja canai panas 
lebih dari 338 ribu ton. 

Dalam akta pendirian, PT GCNS 
merupakan sebuah perusahaan 
patungan. Sahamnya dikuasai 
Guangdong Guangxin Holdings Group 
Ltd sebesar 25%, Guangdong J-Eray 
Technology Group Co., Ltd. sebanyak 
35%, Guangdong Guangxin Suntec Metal 
Co., Ltd  sebesar 10%,  PT IMIP  sebanyak 
20%, serta Luck Scenery International 
Limited  dan Kanwa Company Limited 
masing memegang 5%. 

Selanjutnya, instalasi pabrik milik PT 
Indonesia Tsingshan Stainless Steel 
(ITSS). Perusahaan telah membangun 8 
jalur produksi RKEF smelter NPI dengan 
kapasitas produksi 600 ribu ton per 
tahun.  Perusahaan memiliki 1 jalur 

produksi baja nirkarat dengan kapasitas 
1 juta ton pertahun dan 1 jalur produksi 
rolling dengan kapasitas produksi 2 juta 
ton pertahun.. Awal 2020, PT ITSS akan 
membangun pabrik silicon manganese, 
dan oxygen plant. Pabrik dapat 
menghasilkan 500 ribu ton pertahun 
mangan silikon. Kapasitas produksi 
pabrik oxygen adalah 120 ribu     Nm3/
jam sedangkan output aktualnya 87.400 
nm3/jam.  Proyek ini akan mengonsumsi 

batubara sekitar 136x104 ton pertahun. 
Proyek diharapkan mulai beroperasi 
pada triwulan ketiga 2021. 

PT ITSS memiliki fasilitas PLTU dengan 
kapasitas besar. Sejauh ini perusahaan 
sudah mengoperasikan PLTU 
2x350MW. Perusahaan juga berencana 
membangun PLTU dengan kapasitas 
1x350 MW pada tahun ini.

PERUSAHAAN TKI TKA

PT Indonesia Morowali Industrial Park 2.362 46

PT Sulawesi Mining Investment 2.686 631

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry 5.795 617

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel 11.988 702

PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 5.352 909

PT Broly Nickel Industry NI 0 1

PT Tsingshan Steel Indonesia 1.025 542

PT Dexin Steel Indonesia 2.885 423

PT Hengjaya Nickel Indonesia 656 129

PT Ranger Nickel Indonesia 525 0

PT Cahaya Smelter Indonesia 440 0

PT Huayue Nickel Cobalt 138 0

PT Lestari Smelter Indonesia 100 0

PT PT Qing Mei Bang New Energy Materials Indonesia tad tad

PT Bukit Smelter Indonesia 161 0

PT Bintang Delapan Terminal 65 14

Sanghai Decent Investment 0 3

PT Lenseador International Shipping 0 20

PT Morowali Power Mandiri 4 0

PT Bintang Delapan Terminal 65 14

PT Bintang Sarana Selaras 14 0

PT Kencana Bumi Sakti 38 0

Bandara - -

Kawasan hijau - -

Area tambahan Infrastruktur - -

Fasilitas sosial dan umum - -

Area sudah terpakai - -

Area belum terpakai - -

TOTAL 34.044 4.017

Tad, tidak ada data

TABEL 1: Nama Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 
Tenaga Kerja Asing  (TKA) di IMIP (2019)

Sumber: Arianto Sangadji & Moh Fardan (2019)
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PT ITSS merupakan sebuah usaha 
patungan. Dalam akte pendirian, 
Tsingshan Holding Group menguasai 
51% saham.  Ruipu Technology Group 
Co. Ltd mengontrol 19%. Tsing Billiton 
Industrial Group, PT IMIP, dan Luck 
Scenery International Limited  masing-
masing menguasai 10%. 

PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI) juga 
telah membangun pabrik-pabrik di IMIP. 
Perusahaan ini sudah mengoperasikan 
smelter dengan kapasitas produksi 
500 ribu ton NPI pertahun. Selain NPI, 
PT TSI telah  menghasilkan baja karbon 
setelah membangun pabriknya dengan 
kapasitas produksi 1 juta ton pertahun. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan 
bahan baku untuk proyek peleburan 
baja nirkarat seri 200 di kawasan IMIP, 
PT TSI juga berencana membangun 
pabrik NPI/pig iron dengan kapasitas 
produksi 507 ribu ton NPI pertahun dan 
700 ribu ton pig iron pertahun. Pabrik 
diharapkan akan beroperasi pada 
triwulan keempat 2021. Demi proyek 
ini, PT TSI akan membangun PLTU 2x65 
MW. PLTU dijadwalkan sudah beroperasi 
pada pertengahan 2020. 

PT TSI adalah perusahaan patungan. 
Dalam akta pendirian, Shanghai 
Decent Investment (Group) Co., LTD., 
menguasai 80% saham dan PT IMIP 
mengontrol sisanya. 

Perusahaan penting lain yang sudah 
melakukan kegiatan produksi adalah 

PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome 
Alloy (IRNC). Perusahaan telah 
mengoperasikan smelter ferrochrome 
dengan kapasitas produksi 600 ribu 
ton pertahun.  Pada 2017, produksi 
ferrochrome mencapai lebih dari 85 
ribu ton. Smelter ferrochrome PT IRNC 
menghasilkan ~55% FeCr. PT IRNC 
mengimpor bahan baku bijih krom 
sebanyak antara 1 hingga 1,2 juta ton 
dari Afrika Selatan. 

PT IRNC juga memilik pabrik baja canai 
dingin (cold-rolled coil) baja nirkarat 
dengan kapasitas produksi 700 ribu ton 
pertahun. Produk ferrochrome PT IRNC 
dalam kondisi panas dikirim ke pabrik 
lain dalam IMIP sebagai bahan baku 
untuk produksi baja nirkarat. 

PT IRNC merupakan sebuah usaha 
patungan. Tsingshan Holding Group 
mengontrol 70% saham PT IRNC.  Ruipu 
Technology Group Co., Ltd. menguasai 
20% dan PT IMIP 10%.

Smelter lain yang sudah berproduksi di 
IMIP adalah milik PT Hengjaya Nickel 
Industri (HNI). Memiliki 2 tungku (kiln), 
Hengjaya sudah mengoperasikan 
smelter NPI sejak awal tahun lalu. 
Mei 2019, produksinya mencapai 
1.518,1 ton NPI dengan kadar rata-
rata 13,4% Ni. HNI mengandalkan 
pasokan bijih nikel dari PT Hengjaya 
Mineralindo, pemegang IUP produksi 
seluas 6.249 hektar di Morowali. 80% 
saham Hengjaya Mineralindo dikuasai 

oleh Nickel Mines Limited. Sebelumnya, 
Hengjaya menyuplai bijih nikel sebanyak 
30 ribu ton perbulan ke PT SMI dan 50 
ribu ton perbulan ke PT ITSS. 

Penguasaan saham PT HNI lumayan 
kompleks. 100% sahamnya dikuasai 
Hengjaya Holdings Private Limited. 
Perusahaan ini berkantor pusat di 
Singapura. Nickel Mines Limited 
mengontrol 60% saham Hengjaya 
Holding, sementara Shanghai Decent 
Investment menguasai 40% saham 
sisa. Nickel Mines adalah perusahaan 
berbasis Sydney, Australia. 

PT Dexin Steel Indonesia (DSI) sedang 
membangun pabrik baja karbon di 
dalam IMIP. Proyek diharapkan akan 
mulai berproduksi pada 2020. Nilai 
investasinya mencapai sekitar US$ 
950 juta (Rp 13 triliun). Proyek ini akan 
menghasilkan 3,5 juta ton baja karbon 
setiap tahun. 

PT DSI adalah perusahaan patungan. 
Anak perusahaan Delong Holdings 
Ltd, yakni Delong Steel Singapore 
Projects Pte Ltd menguasai 45% saham, 
Shanghai Decent 43%, dan  PT IMIP 12%.

Perusahaan lain yang sudah memiliki 
rencana pembangunan smelter di 
kawasan indusrti itu adalah PT Ranger 
Nickel Industry (PT RNI). Perusahaan 
sedang membangun smelter NPI 
dengan kapasitas produksi 150 
ribu ton pertahun. Sumber energi 
listrik perusahaan akan dipasok dari 
lingkungan PT IMIP. 

Dalam akta pendirianya, saham PT RNI 
dikuasai perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar sebagai entitas-entitas bisnis 
Singapura. Ranger Investment Private 
Limited  menguasai 99% dan Ranger 
Nickel Private Limited mengontrol 
1% saham. Tetapi, Nickel Mines, 
perusahaan asal Australia, berpotensi 
untuk menguasai hingga  80%  saham 
proyek nikel PT RNI. Ini terjadi karena 
Nickel Mines telah memiliki perjanjian 
kesepakatan untuk mengakuisisi secara 
bertahap saham milik Ranger Investment 
Private Limited (Tim Redaksi). 

Smelter pengolahan nikel di IMIP (Kredit foto: Nickel Mines Limited)
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PEMERINTAH memang sudah melarang 
ekspor bijih nikel sejak awal 2014. Tetapi, 
pada 2017, pemerintah melonggarkan 
ekspor bijih nikel. Kebijakan ini hanya 
untuk bijih nikel kadar rendah (<1,7% 
Ni). Sementara ekspor bijih nikel dengan 
kadar ≥1,7% tetap dilarang. Peraturan 
Menteri (Permen) Energi Sumberdaya 
Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 
2017 dan Permen Perdagangan Nomor 
01/M-DAG/PER/1/2017 mengatur 
pelonggaran ini. 

Terhitung 1 Januari 2020, pemerintah 
Indonesia melarang ekspor bijih nikel 
kadar rendah atau dikenal dengan bijih 
nikel limonite. Kebijakan ini tertuang 
dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Pengusahaan Pertambangan 
Mineral dan Batubara.

Kebijakan larangan ini mengundang 
protes dari Uni Eropa. Organisasi 
antarpemerintah dengan keanggotaan 
27 negara Eropa ini hendak menggugat 
Indonesia ke World Trade Organization 
(WTO). Uni Eropa menganggap 
kebijakan Indonesia melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam the General 
Agreement of Tariffs and Trade (GATT). 
Khususnya ketentuan-ketentuan tentang 
pembatasan ekspor mineral, terutama 
bijih nikel. Padahal, pasokan bijih nikel 
merupakan bahan baku yang sangat 
diperlukan bagi industri baja nirkarat 
beberapa negara anggota Uni Eropa. 

Tetapi pemerintah seperti tidak 
bergeming. Pemerintah menganggap 

larangan berhubungan dengan 
perkembangan industri baterai 
kendaraan listrik dengan bahan baku 
utama nikel. Khususnya jenis nikel 
limonite yang akan diolah menggunakan 
teknologi hidrometalurgi. Diketahui, 
nikel merupakan unsur penting bagi 
pembuatan baterai-baterai lithium-
ion. Baterai-baterai itu digunakan untuk 
drone, robot ukuran mikro, smartphone, 
laptop, peralatan medis, kendaraan-
kendaraan listrik, dll. 

Lithium-ion memiliki beberapa jenis. 
Dua dari berbagai tipe yang paling 
digunakan saat ini adalah Lithium Nickel 
Cobalt Aluminium (LiNiCoAlO2 atau 
NCA) dan Lithium Nickel Managnese 
Cobalt Oxide (LiNiMnCoO2 atau 
NMC). Keduanya banyak digunakan 
untuk kebutuhan berbagai peralatan 
elektronik dan kendaraan-kendaraan 
listrik. Jenis lain adalah lithium nickel 
oxide (LiNiO2 atau LNO) yang digunakan 
untuk kendaraan-kendaraan listrik. 
Hampir semua pembuatan baterai-
baterai lithium-ion sekarang bergantung 
pada nikel.

Kebutuhan nikel sebagai bahan 
baku baterai akan meningkat sejalan 
pertumbuhan kendaraan-kendaraan 
listrik global. Komitmen global untuk 
mengurangi penggunaan bahan bakar 
fosil menjadi pemicu pertumbuhan 
kendaraan-kendaraan listrik.  Penjualan 
baru kendaraan-kendaraan listrik 
berbasis baterai (battery electric 
vehicles, BEV) secara global meningkat 
tajam beberapa tahun terakhir (lihat 
CHART 1).

Pemerintah Indonesia juga sudah 
memiliki kebijakan tentang kendaraan 
listrik. Pertengahan Agustus 2019, telah 
terbit Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 55 Tahun 2019 tentang 
Percepatan Program Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Ambisi membangun kendaraan listrik 
disampaikan Jokowi. “Kita sudah mulai 
membuka ruang pengembangan 
mobil listrik tapi kita ingin lebih dari itu, 
kita ingin membangun industri mobil 
listrik sendiri”, katanya dalam pidato 
kenegaraan di sidang tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), di 
Jakarta 16 Agustus 2019. 

Indonesia rajin mengajak pelaku usaha 
terkemuka dunia untuk investasi di 
industri baterai kendaraan listrik. Menteri 
Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar 
Pandjaitan paling getol melakukan 
promosi. Dia mengklaim beberapa 
perusahaan raksasa dunia tertarik 
untuk membangun pabrik di Indonesia. 
Di antaranya adalah LG Chemical, 
perusahaan penghasil baterai mobil 
terkemuka dunia asal Korea Selatan. 

Luhut bilang, “LG Chemical mengatakan 
sedang mempertimbangkan 
pengembangan fasilitas produksi 
baterai lithiumnya di Indonesia setelah 
mendengar rencana Indonesia untuk 
menerapkan pelarangan ekspor bijih 
nikel efektif Januari 2020” (Katadata, 
23/9/2019).

Luhut juga mengklaim sudah mengajak 
Tesla, penghasil mobil listrik terkemuka 
dunia asal Amerika Serikat, untuk 

PROYEK BATERAI KENDARAAN LISTRIK

“Kita sudah mulai membuka ruang pengembangan mobil listrik tapi kita ingin 
lebih dari itu, kita ingin membangun industri mobil listrik sendiri.” 

- Pidato kenegaraan Jokowi di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Jakarta 16 Agustus 2019
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investasi baterai lithium di Indonesia. 
Ajakan itu disampaikan ketika 
perwakilan Tesla ikut dalam rombongan 
Menteri Perdagangan Amerika Serikat 
yang mengunjungi kantor Luhut di 
Jakarta awal November 2019. Selain 
Tesla, seperti ditulis CNN Indonesia 
(6/11/2019), Luhut bilang ikut dalam 
rombongan itu juga perwakilan dari 
produsen mobil listrik dunia lainnya 
seperti Volkswagen, Mercedes, dan 
BMW.

Apapun itu, IMIP telah menarik perhatian 
untuk proyek-proyek pembuatan baterai 
kendaraan listrik. Sudah ada dua proyek 
di kawasan itu dalam tahap konstruksi. 

Yang pertama, PT Huayue Nickel & 
Cobalt (HYNC) yang membangun 
proyek hidrometalurgi nikel laterit 
dengan kapasitas produksi 60.000 ton. 
Perusahaan  ini berinvestasi dalam 
peleburan nikel dan pemrosesan lebih 
lanjut di Indonesia dan menjadi sumber 
penting untuk pengembangan bisnis 
bahan baterai lithium-ion. Diketahui, 
produk-produk setengah jadi nikel 
merupakan sumber utama untuk 
menghasilkan sulphate nickel, yang 
merupakan salah satu komponen 
utama baterai lithium-ion. 

Huaqing Nickel & Cobalt (Huaqing) 
menguasai 58% saham PT HYNC. 
Huaqing adalah anak usaha dari  

Sumber: International Energy Agency dkutip dari Sangadji dan Fardan (2019)

Luhut Binsar Pandjaitan & Airlangga Hartarto: Proyek baterai kendaraan listrik di IMIP,  Januari 2019 
(Kredit foto, Kemenperin)  

Huayou Cobalt Co., Ltd (Huayou). 
Huayou adalah perusahaan asal 
Tiongkok. Sisa saham Huaqing dikuasai 
masing-masing oleh Qingchuang 
International Holdings (20%), Woyuan 
Holdings (11%), PT IMIP (10%) dan Long 
Sincere (1%). 

Proyek kedua baterai dikerjakan PT Qing 
Mei Bang New Energy Materials Indonesia 
(QMB). Perusahaan ini sudah meletakkan 
batu pertama pembangunan pabrik 
Januari 2019. Menteri Kordinator 
Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan 
dan Menteri Perindustrian Airlangga 

Hartanto menghadiri acara peletakan 
batu pertama dan menandatangani 
prasasti. 

Dalam Siaran Pers Kementerian 
Perindustrian terkait peletakan batu 
pertama itu Airlangga menyatakan 
bahwa “Indonesia akan menjadi tuan 
rumah dalam pengembangan industri 
baterai untuk kendaraan listrik.”

PT QMB berinvestasi untuk proyek yang 
akan menghasilkan nickel sulphate. 
Ini adalah bahan baku untuk produksi 
baterai lithium-ion bagi mobil listrik. 
Proyek meliputi pembangunan fasilitas 
produksi HPAL nikel dengan kapasitas 
50 ribu ton per tahun. Proyek juga akan 
memiliki pabrik peleburan kobalt dengan 
kapasitas produksi 4.000 ton pertahun. 
Dari produk ini akan diproduksi 50 ribu 
ton nikel setengah jadi hidroksida, 150 
ribu baterai kristal nikel sulfat, 20 ribu 
ton baterai kristal sulfat kobalt, dan 30 
ribu ton baterai kristal sulfat mangan. 
Nilai investasi diperkirakan mencapai 
US$ 700 juta atau sekitar Rp 9,5 triliun. 

QMB merupakan sebuah usaha 
patungan. Perusahaan baterai Tiongkok 
GEM Co. Ltd., menguasai 36% saham 
QMB.  Brunp Recycling Technology Co. 
Ltd., – anak usaha dari perusahaan 
pembuat baterai lithium Tiongkok, CATL 
– mengontrol 25%, Tsingshan Group 
21%, PT IMIP 10% dan Hanwa Co., Ltd 
8% (Tim Redaksi). 

CHART 1. Penjualan Baru Kendaraan Listrik Berbaterai 2010-
2018 Dunia (dalam ribuan)
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GAIRAH EKONOMI MOROWALI

PENAMBANGAN bijih nikel di bagian 
hulu dan pengolahan nikel di bagian 
hilir membuat Morowali menjadi daerah 
dengan kegiatan ekonomi paling 
bergairah di Sulawesi Tengah. 

Tiap hari, tanpa kenal siang dan malam, 
puluhan ribu manusia mengerumuni 
IMIP, di atas areal seluas 2.000 hektar, 
di desa Fatufia. Mereka mengerjakan 
aneka kegiatan pengolahan nikel 
dan berbagai produk turunan. Semua 
menggunakan teknologi modern. 

Di tengah-tengah hutan, alat-alat berat 
membongkar pohon, menggali dan 
memindahkan lapisan permukan tanah, 
untuk memperoleh, dan kemudian 
mengangkut bijih nikel. Ratusan, kalau 
bukan ribuan, orang terlibat di sana.

Di laut, kapal-kapal berkeliaran. Ada 
kapal tongkang yang mengangkut 
bijih nikel ke IMIP. Ada kapal-kapal 
raksasa yang mengekspor produk-
produk industri ke mancanegara atau 
memasukan barang-barang modal 
seperti mesin atau bahan-bahan baku 
seperti bijih chrome.

Desa-desa di sekitar kawasan industri itu 
tidak kalah sibuk. Banyak usaha tumbuh 
subur. Sebagian kecil orang menjadi 

penyedia barang dan jasa secara resmi 
ke IMIP. Dari Desa Dampala hingga 
Desa Labota berdiri ribuan kamar kos 
untuk pekerja. Toko-toko kelontongan, 
aneka kios, jasa laundry, salon 
kecantikan, café, bengkel kendaraan 
bermotor, depot air isi ulang, pengecer 
bahan bakar minyak, rumah makan dan 
warung-warung makan kakilima ada di 
mana-mana.  

Semua itu mengubah wajah desa-
desa di sana. Terutama di Bahudopi, 
Bahumakmur, Keurea, Fatufia, dan 
Labota sudah menjadi kota kecil. 
Kendaraan bermotor meraung-raung 
24 jam sehari. Tak ada lagi kegiatan 
pertanian penting. Mayoritas lahan-
lahan pertanian sudah beralih menjadi 
rumah-rumah kos. 

“Dari pada menanam tanaman 
berulang-ulang yang hasilnya dipetik 
beberapa bulan kemudian, lebih baik 
sekali menanam fondasi [rumah kos] 
yang hasilnya bisa dipetik saban bulan” 
gurau Sabar, seorang tokoh masyarakat 
di Desa Bahumakmur, kepada Seputar 
Rakyat. 

Lahan pertanian sudah beralih fungsi. 
Sebagian disewakan untuk kios-kios 

dan warung-warung makan. Pada 
umumnya, pemilik kios dan warung 
datang dari berbagai daerah di Sulawesi 
Selatan. Perusahaan-perusahaan juga 
membeli lahan-lahan dari warga untuk 
pembangunan berbagai fasilitas. Areal 
persawahan penting milik warga di 
desa Keurea dan Bahumakmur telah 
dialihfungsikan menjadi lapangan 
terbang milik IMIP.  

Tidak ada lagi warga melaut untuk 
menangkap ikan. Satu dua perahu 
nelayan masih terlihat di tepi pantai. 
Tapi tidak terurus.

Kebutuhan pokok warga di desa-desa 
itu diperoleh dari luar Kecamatan 
Bahudopi. Pasokan beras, sayur-
sayuran, ikan, dan aneka kebutuhan 
dasar datang dari luar kecamatan itu. 
Sayur-mayur misalnya didatangkan dari 
Dataran Tinggi Napu, Kabupaten Poso, 
berjarak sekitar 500 kilometer. Dulu, 
lima atau enam tahun lalu, penduduk 
di Kecamatan Bahudopi masih  
menghasilkan sendiri sebagian besar 
kebutuhan pokok mereka.

Wajah ekonomi Kabupaten Morowali 
berubah total. Perubahan besar terjadi 
setelah kehadiran pabrik pengolahan 
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nikel dan aneka pabrik lain di 
Kecamatan Bahudopi. Pertumbuhan 
produk domestik regional bruto (PDRB) 
sektor manufaktur dan pertambangan 
melompat tinggi sejak 2015 (lihat 
CHART 1). 

Berdasarkan harga konstan 2010, 
sumbangan sektor manufaktur terhadap 
PDRB Morowali melonjak tajam dari 
8,13% pada 2014 menjadi 36,17% pada 
2018. Lonjakan ini membuat manufaktur 
menjadi sektor penyumbang tertinggi 
PDRB sejak 2016.  

Penambangan bijih nikel membuat 
sumbangan sektor pertambangan 
terhadap PDRB juga tinggi. Kontribusinya 
meningkat dari 24,07% (2014) menjadi 
31,90% (2018). 

Karena kedua sektor terkait erat, maka 
dapat dipastikan bahwa industri-industri 
berbasis nikel menyumbang hampir 70% 
terhadap PDRB di kabupaten itu. 

Ironisnya, sektor pertanian mengalami 
kemunduran cepat. Tingkat 
pertumbuhannya merosot drastis, 
dari 11,04% pada 2014 menjadi 
0,82% pada 2018. Sumbangan sektor 
pertanian terhadap PDRB anjlog, dari 
18,7% pada 2014 menjadi 9,36% pada 
2018. Padahal, sektor ini merupakan 
penyumbang utama PDRB Morowali 
dekade 2000-an.  Tahun 2009, sektor 
pertanian masih menyumbang 50% 
terhadap PDRB kabupaten itu.

IMIP memang penting bagi Morowali 
secara ekonomi. Tetapi, IMIP juga 
membuat Morowali menjadi penting 
bagi Sulawesi Tengah. Morowali telah 
menjadi pusat penanaman modal 

asing di provinsi 
itu. Data Kantor 
Perwakilan Bank 
Indonesia Sulawesi 
Tengah menunjukkan 
p e n a n a m a n 
modal asing yang 
mengalir ke provinsi 
ini mencapai US$ 
1,5 miliar atau Rp 
20,4 triliun pada 
2017. Dengan nilai 
tersebut, Sulawesi 
Tengah berada di 

urutan ketujuh arus masuk penanaman 
modal asing di antara semua provinsi di 
Indonesia. 

Kalau diperiksa cermat, Kabupaten 
Morowali menampung mayoritas 
arus masuk penanaman modal asing 
di Sulawesi Tengah. Dari total nilai 
penanaman modal asing di provinsi 
ini pada 2017, 80% di antaranya atau 
sebanyak US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 16,3 
triliun) mengalir ke Morowali. 

Sumbangan Morowali terhadap ekspor 
Sulawesi Tengah sangat menonjol. Ini 
terjadi setelah beroperasi aneka pabrik 
dalam IMIP sejak 2015. Nilai ekspor 
besi dan baja terhadap keseluruhan 
nilai ekspor Sulawesi Tengah meningkat 
hanya dalam beberapa tahun terakhir. 
Dari total nilai ekspor Sulawesi Tengah 
US$ 5,1 miliar atau Rp 69,6 triliun 
pada 2018, ekspor besi dan baja 
menyumbang 67,17%. Tahun lalu, total 
nilai ekspor Sulawesi Tengah mencapai 
Rp 5,8 miliar atau Rp 79,1 triliun. Besi 
dan baja menyumbang 75,21% dari 
total nilai ekspor tersebut. 

Tidak bisa disangkal, Morowali sudah 
menjadi sumber utama ekspor besi 
dan baja Indonesia. Seperti disuguhkan 
CHART 2, nilai ekspor besi dan baja 
Morowali meningkat hebat sejak 2016. 
Dari hanya US$ 722 juta atau Rp 9,8 triliun 
pada 2016 menjadi US$ 3,4 miliyar atau 
Rp 46,4 triliun pada 2018. Persentase 
sumbangan Morowali terhadap nilai 
ekspor besi dan baja Indonesia melonjak 
dari tahun ke tahun. Dari 24,68% pada 
2016,  menjadi 42,78% pada 2017 dan 
63,25% pada 2018.

Tentu saja, pemerintah Indonesia 
meraup untuk dari kehadiran IMIP.  
Pemerintah mengeruk aneka pajak 
seperti pajak penghasilan (Pph), pajak 
pertambahan nilai (Ppn), pajak ekspor-
impor, pajak bumi dan bangunan, dll. 
Data resmi IMIP menyebut pemerintah 
memperoleh pajak senilai US$ 27,9 
juta atau sekitar Rp 381,7 miliar yang 
dibayarkan oleh aneka perusahaan di 
dalam IMIP pada 2017. 

Pemerintah juga memperoleh 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 
dari sektor pertambangan di Morowali. 
Penerimaan bersumber dari royalti 
penjualan nikel dan sewa tanah (land 
rent) yang dibayarkan perusahaan-
perusahaan pemegang IUP yang 
sedang beroperasi di sana. Pada 
2018, Sulawesi Tengah memperoleh 
royalti dan sewa tanah sebesar Rp 156 
milyar. “Diperkirakan angkanya akan 
mencapai Rp 180 milyar pada 2019”, 
jelas Yanmart Nainggolan, Kepala Dinas 
ESDM Sulawesi Tengah, dalam sebuah 
diskusi di Palu awal Januari 2020 (Tim 
redaksi).    

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Morowali
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ADA pembangkit listrik tenaga uap 
(PLTU) dengan kapasitas terpasang 
1.130 megawat di dalam IMIP. Listrik 
sebanyak itu memang diperlukan 
karena industri pengolahan nikel sangat 
rakus energi.

Penggunaan batubara menjadi penting. 
Laporan resmi IMIP menyebut, pada 
2017, batubara yang digunakan oleh 
PLTU untuk PT SMI, PT GCNS, dan PT ITSS 
mencapai 4 juta ton. Pada tahun yang 
sama konsumsi batubara untuk smelter 
sebanyak 920 ribu ton. Konsumsi 
batubara terus meningkat sejalan 
dengan pembangunan-pembangunan 
baru smelter, aneka pabrik, dan PLTU di 
kawasan itu. 

Pembakaran batubara di IMIP, tidak bisa 
dihindari, menjadi masalah lingkungan 
hidup serius. Debu pembakaran batu 
bara terbawa angin ke pemukiman, 
yang berada tidak jauh dari lokasi 
pabrik. Fatufia, desa di mana IMIP 
berada, menjadi desa yang paling 
merasakan dampak asap batu bara. 
Warga bilang, pintu dan jendela rumah 

harus tertutup rapat jika tidak ingin 
debu batu bara masuk ke dalam rumah. 

Kesehatan menjadi masalah. Infeksi 
saluran pernafasan atas (ISPA) menjadi 
soal utama warga. Data di Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
Bahudopi menunjukkan bahwa 52% 
warga yang memeriksa kesehatan 
di fasilitas-fasilitas kesehatan milik 
pemerintah mengidap ISPA (lihat TABEL 
1).

Dalam rencana kerja lingkungan (RKL), 
perusahaan-perusahaan di lingkungan 
IMIP bilang sudah menggunakan 
ellektrostatic precipitator (EP) sebagai 
penangkap debu di setiap cerobong 
PLTU dan pabrik (kiln dan dryer). 
Faktanya, tidak bisa mengatasi debu 
yang beterbangan ke permukiman 
warga. 

Menanggapi keresahan warga soal 
debu, perusahaan memasang jaring 
untuk menghalau debu batu bara 
agar tidak merangsek ke permukiman.  
Namun tidak menyelesaikan masalah. 

MOROWALI: 
ONGKOS LINGKUNGAN KEMAJUAN

Debu batu bara tetap saja tertiup ke 
arah permukiman. Soalnya, jaring yang 
terpasang memiliki lubang yang cukup 
besar, sementara butiran partikel batu 
bara yang tertiup angin sangat halus. 

 “Bagaimana besarnya debu? Biji beras 
saja terlalu besar, nah penangkal 
dorang (mereka, red) bikin ini tidak 
bisa tanah [debu] masuk. Apakah itu 
yang diharapkan dengan penangkal 
itu, sehingga debu batu bara tidak 
berkeliaran? itu tidak menjamin”, jelas 
Idrus, tokoh masyarakat di desa Fatufia. 

###

AWAL Juni 2019, banjir bandang 
menyerang desa Lele, Dampala, dan 
Siumbatu, Kecamatan Bahudopi. 
Warga bilang ketinggian banjir hingga 
1 meter menimpa ketiga desa setelah 
Sungai Dampala meluap. Lumpur 
kecoklat-coklatan disertai kayu-kayu 
gelondongan sisa land clearing dan 
berbagai material lain menumpuk di 
permukiman dan lahan-lahan pertanian 
warga. 

Peristiwa alam itu menyebabkan 2 
orang meninggal dunia. Salah satu di 
antaranya adalah Bachtiar (29), seorang 
buruh di IMIP. Dia menyewa rumah kos 
di Desa Dampala. Bachtiar hilang di 
Sungai Dampala karena terseret banjir, 
ketika mencoba untuk menyeberang 
sungai itu. Dari arah IMIP dia bermaksud 
melihat keluarganya di Dampala. Tim 
SAR dan Basarnas menemukan mayat 
Bachtiar setelah empat hari melakukan 
pencarian. 

Korban lain adalah Adi (30), warga 
Desa Le’le. Seperti Bachtiar, Adi juga 
terseret banjir saat menyeberangi 
sungai Dampala.

Banjir menyesengrakan warga. Ratusan 
rumah dan fasilitas-fasilitas publik 
tergenang. Ratusan warga mengungsi 
ke desa terdekat. Banjir juga merusak 
lahan-lahan pertanian dan mematikan 

TABEL 1. Penyakit Terbesar Berdasarkan 
Kunjungan Pasien di Puskesmas Bahudopi

Nama Penyakit 2017 2018

ISPA 1.907 2.522

Gastritis 563 621

Diare 495 425

Reumatik 330 327

Hipertensi 237 260

Dermatitis Alergi 297 371

TB Paru 162 148

Kolik Abdonemen 82 85

Tonsilitis 63 61

Diabetes melitus 55 72

Jumlah 4.191 4.892

Data 2017 hanya dari April – Desember.

Sumber: Puskesmas Kecamatan Bahodopi, 2019 dikutip
Dari Arianto Sangadji dan Moh Fardan (2019)
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ternak warga. Barang-barang eletronik 
dan berbagai perkakas milik warga juga 
rusak. 

Gara-gara banjir kawasan IMIP 
sempat terisolasi sekitar seminggu. 
Penyebabnya, jembatan Dampala 
(sepanjang 50 meter) yang 
menghubungkan desa Dampala 
dengan desa Siumbatu rusak total dan 
hanyut. Padahal, jembatan itu terletak di 
satu-satunya poros jalan trans Sulawesi 
dari arah Palu menuju IMIP. 

Jembatan Bahudopi dekat ke IMIP 
amblas. Kendati penuh resiko,  
kendaraan bermotor dan bahkan alat-
alat berat tetap saja melewati jembatan 
yang mengarah ke kawasan industri itu. 

Kepala Satuan Kerja III Balai Pelaksana 
Jalan Nasional (BPJN) XIV Wilayah Sulteng 
Beny Birmansyah bilang rekonstruksi 
kembali kedua jembatan memerlukan 
anggaran senilai Rp 150 miliar (Bisnis.
com, 11/6/2019).

Saat kejadian, kesibukan produksi di 
IMIP tetap berjalan. Tetapi ratusan buruh 
yang tinggal di desa Dampala, Le-le, dan 
desa-desa lain tidak bisa masuk kerja. 

Managemen IMIP hanya mengizinkan 
buruh yang tinggal di luar Bahudopi 
untuk tidak masuk kerja hingga 10 Juni. 
Kebijakan ini mengundang protes dari 
DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) 
Kabupaten Morowali. Seperti ditulis SPN 
News (12/6/2019), ketua SPN Morowali, 
Katsaing, menganggap kebijakan 
manajemen kurang manusiawi.

Terputusnya transportasi darat 
menimbulkan kelangkaan bahan 
kebutuhan pokok. Akibatnya, selama 
beberapa hari setelah banjir, buruh-
buruh dan warga mengeluhkan harga-
harga barang kebutuhan pokok di desa-
desa sekitar IMIP (Fatuafia, Labota, 
Keurea, Bahudopi, Bahu Makmur) yang 
melambung tinggi.  

Saat ini, sebuah jembatan darurat dari 
rangka besi (bailey) telah dibangun 
untuk menghubungkan Dampala dan  
Siumbatu. Jalan tidak beraspal tersebut 
melintasi permukiman kedua desa 
sejauh 1,5 kilometer. 

Penyebab banjir bandang bisa ditebak. 
Metode penambangan terbuka 
merupakan penyebab utama. Karena 

Banjir bandang menghanyutkan Jembatan Dampala, Juni 2019 
(Kredit foto, Antara)

Penyebab banjir bandang bisa 

ditebak. Metode penambangan 

terbuka merupakan penyebab 

utama. Karena penambangan 

seperti ini mensyaratkan 

pembongkaran hutan, 

penggalian lahan, dan 

pembuangan tanah. Kendati 

perusahaan-perusahaan 

mengklaim melakukan program 

pemulihan lingkungan melalui 

reklamasi dan revegetasi setelah 

penambangan.

“

“
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penambangan seperti ini mensyaratkan 
pembongkaran hutan, penggalian 
lahan, dan pembuangan tanah. Kendati 
perusahaan-perusahaan mengklaim 
melakukan program pemulihan 
lingkungan melalui reklamasi dan 
revegetasi setelah penambangan.

Warga mengaitkan banjir Juni 2019 
dengan kegiatan penambangan nikel 
di bagian hulu perkampungan. Warga 
ketiga desa menyimpulkan bahwa PT 
BDM harus bertanggung jawab atas 
peristiwa banjir. Kesimpulan dibuat 
setelah mereka melakukan investigasi 
ke kawasan hulu Sungai Dampala 
selama beberapa malam. Dalam 
dokumen laporan investigasi, mereka 
menyebut indikasi kuat sumber banjir 
berasal dari areal penambangan 
BDM. Mereka menemukan sejumlah 
aktivitas penambangan PT BDM di Blok 
8 dan Blok 5 dan mengklaim sebagai 
penyebab banjir. 

Tetapi, reklamasi di blok 8 berlangsung 
lambat. Pada areal pembukaan lahan 
pada 2017, pencapaian reklamasinya 
masih nol hektar. Pada 2018 dan SI-
2019, masing-masing sudah direklamasi 

seluas 6,48 hektar dan 18,39 hektar. 
Sementara kegiatan revegetasi belum 
dilakukan di blok tersebut selama tiga 
tahun ini. 

Sebaliknya, sumber resmi PT BDM 
membantah. Banjir tidak berasal dari 
aktivitas penambangan perusahaan. 
“Areal sekitar Sungai Dampala 
merupakan bagian dari aktivitas 
penambangan banyak perusahaan 
pemegang Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) lain”, tutur sumber itu kepada 
Seputar Rakyat. 

Fakta menunjukkan ada beberapa 
pemegang IUP produksi di wilayah 
sekitar desa-desa yang terkenai banjir. 
Di antaranya PT  Sulawesi Resources, 
PT Oti Eya Abadi  dan PT Ang and 
Fang Brother. Tetapi warga mengklaim 
banjir bandang yang menimpa 
ketiga desa bukan bersumber dari 
lokasi penambangan perusahaan-
perusahaan itu.

Laporan Evaluasi  Pelaksanaan RKL-
RPL PT Bintangdelapan Mineral 
pada Semester I (S-I) 2019 merinci 
pembukaan lahan yang dilakukan 
perusahaan dalam tiga tahun terakhir. 

Di Blok 8, misalnya, total areal hutan 
yang sudah memperoleh izin pinjam 
pakai kawasan hutan (IPPKH) sekitar 746 
hektar. Disebutkan, total pembukaan 
lahan selama 3 tahun berturut-turut di 
blok ini adalah 190 hektar (2017), 243 
hektar (2018), dan 277 hektar (SI-2019). 

Sebaliknya di blok 5, kegiatan 
pembukaan lahan pada 2017, 2018, 
dan SI-2019 masing sekitar 653 hektar. 
Hampir separuh dari pembukaan 
lahan pada 2017 sudah direklamasi. 
Sementara pada 2018 dan SI-2019, 
sudah dilakukan reklamasi sekitar 
403 hektar dan 430 hektar. Tingkat 
revegetasi di blok itu sudah mencapai 
47,21% (2017), 53,13% (2018), dan 
53,13% (SI-2019).

###

BANJIR Juni 2019 meninggalkan masalah 
berlarut. Warga menutut ganti rugi. 
Beberapa pertemuan sudah dilakukan 
dengan pemerintah setempat. Tetapi 
tidak ada penyelesaian. Warga kecewa. 
Di desa Dampala, warga memajang 
spanduk-spanduk protes di tepi jalan. 
Mereka mengecam pemerintah dan 
perusahaan.

Jembatan Bahudopi amblas (Dok. YTM)
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Aksi graffiti warga di Desa Dampala (Foto, YTM)

Terakhir, warga terdampak hendak 
melakukan aksi protes. Mereka 
berencana memblokade jalan pada 
2 September 2019 di Dampala dan 
Le-Le. Dua hari menjelang rencana 
aksi, Kepolisian Resort (Polres) 
Morowali mengundang tokoh-tokoh 
masyarakat untuk bertemu di Kantor 
Polres. Fihak kepolisian meminta aksi 
diurungkan karena akan mengganggu 
lalu lintas. Perwakilan warga tetap 
bertahan untuk melakukan aksi pada 2 
September. Pertemuan tidak mencapai 
kesepakatan. 

Pada 1 September 2019, berlangsung 
pertemuan antara Bupati Morowali, 
Komandan Kodim 1311 Morowali, 
Kapolres Morowali, wakil pemerintahan 
desa Le Le, Dampala, Siumbatu, 
Kordinator Aliansi Rakyat Menggugat 
(Armet) di rumah jabatan Bupati. 
Pemerintah Kabupaten Morowali 
berjanji akan melakukan pertemuan 
dengan pimpinan perusahaan untuk 
menyelesaikan masalah. Peserta rapat 
menyepakati menunda rencana aksi.

Tetapi, warga menolak. Mereka ingin 
aksi tetap dilakukan. Sejak 1 September 
malam situasi di Desa Dampala 
mulai mencekam. Sementara warga 
menyiapkan perangkat aksi, satuan 
pasukan dari Kompi IV Batalyon B Pelopor 
Morowali bersenjata lengkap sebanyak 
1 truck disiagakan di Dampala. Aparat 

meminta warga mengurungkan aksi. 
Warga berkeras melakukannya. 

Pukul 8 pagi, 2 September 2019, 
koordinator lapangan (korlap) aksi 
mulai berorasi mengumpulkan peserta 
aksi.  Lelaki dan perempuan berkumpul 
dan memblockade jalan. 

Para orator melakukan orasi 
bergantian. Warga mengajukan 
tuntutan ganti rugi ke warga di ketiga 
desa. Mereka  meminta pemerintah 
melakukan normalisasi sungai desa 
Dampala. Demonstran juga mendesak 
peninjauan kembali AMDAL PT BDM. 
Mereka mendesak pemberdayakan 
terhadap Badan Usaha Milik Desa 
untuk pemulihan ekonomi desa. Warga 
juga mendesak pencopotan seorang 
pimpinan lapangan PT BDM, selain 
meminta pengusutan kasus pembalakan 
kayu di blok areal PT BDM. Terakhir, para 
demonstran meminta pencabutan IUP 
PT BDM. 

Aksi sempat memanas. Aparat 
memaksa warga menghentikan 
blockade jalan. Warga terus  bertahan. 
Saling dorong terjadi  antara aparat 
dan peserta aksi. Kapolres Morowali 
tiba di tempat dan meminta aparat 
menahan diri. Dia lantas memimpin 
dialog dengan pimpinan aksi dan 
peserta aksi di tengah jalan. Warga 
bilang akan menghentikan aksi jika 

pimpinan BDM dan Pemkab Morowali 
datang berdialog dan menyelesaikan 
tuntutan warga di lokasi aksi. Berjam-
jam dialog tidak mencapai titik temu. 

Kapolres Morowali kemudian 
berkomunikasi dengan Bupati Morowali 
Drs Taslam dan pimpinan BDM. Hasilnya, 
Pemkab Morowali akan melakukan 
pertemuan segi tiga dengan warga 
dan pimpinan BDM pada 3 September 
2019 di Bungku. Kapolres meminta aksi 
dihentikan. Peserta aksi menyetujui. 
Tetapi, jika tuntutan aksi tidak dipenuhi 
dalam pertemuan segi tiga, maka aksi-
aksi massa akan kembali dilakukan. Pukul 
1pm, peserta aksi membubarkan diri. 

Setelah aksi, Bupati Morowali 
mengundang warga untuk berdialog 
keesokan harinya. Dialog dihadiri 
puluhan warga, bupati dan wakil 
bupati Morowali, Ketua DPRD Morowali, 
Kepala Kepolisian Resort Morowali, dan 
Komandan Kodim Morowali, wakil-
wakil dari beberapa pemegang IUP di 
Morowali. Hasilnya lumayan. Seperti 
tertulis di dokumen hasil dialog, warga 
akan memperoleh ganti rugi. Pemerintah 
daerah akan melakukan normalisasi 
Sungai Dampala. Pemerintah daerah 
juga akan mengevaluasi semua 
pemegang IUP produksi di Morowali 
(Tim redaksi). 
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TIDAK ada IMIP tanpa buruh mau 
bekerja, membanting tulang, dan 
menguras keringat. Smelter tidak 
bisa beroperasi sendiri, kecuali ada 
tenaga pekerja. Mesin tidak bisa 
bekerja sendiri tanpa buruh. Crane, 
dump truck, excavator, loader, grader, 
dll tidak bisa bergerak tanpa pekerja. 
PLTU memerlukan tangan buruh 
menghidupkannya Kunci kemajuan 
IMIP seperti saat ini adalah karena ada 
puluhan ribu pekerja, apapun status 
mereka. 

Selain dari Tiongkok, para pekerja 
dari berbagai daerah bekerja di IMIP. 
Mereka terutama berasal dari Sulawesi 
Selatan seperti Luwu, Tanah Toraja, 
Makassar dan sejumlah daerah Bugis. 
Tak ketinggalan juga dari Sulawesi 
Tenggara seperti Kolaka dan Kendari. 
Dari Sulawesi Tengah, para pencari kerja 
berdatangan dari semua kabupaten. 
Apapun latar berlakang agama, suku, 
dan ras, mereka sama-sama menjual 
tenaga kerja ke IMIP. 

IMIP menjadi magnet para pencari 
kerja. Kompetisi di antara para pencari 
kerja sangat tinggi. Tumpukan berkas 
lamaran dari ribuan calon pekerja 
menumpuk di divisi human resource 
development (HRD) IMIP. Seperti ditulis 
Sulteng Terkini (11 April 2019), kordinator 
media relation PT IMIP pernah menyebut 
terdapat 9.000 pelamar dalam daftar 
tunggu. Mereka sudah menunggu 
berbulan-bulan untuk memperoleh 
panggilan wawancara. 

“Saya pernah menunggu dua bulan 
untuk wawancara. Selama itu, saya 

menumpang di kos seorang teman yang 
sudah bekerja di di dalam (IMIP, red)”, 
tutur Eky, seorang pekerja asal Palopo, 
Sulawesi Selatan kepada Seputar 
Rakyat, September lalu.

Khawatir tidak bisa berkompetisi, 
pemerintah Kabupaten Morowali 
membuat kebijakan yang 
memprioritaskan  penduduk setempat 
untuk bekerja di IMIP. Caranya, putra-
putra daerah asal Morowali ditempatkan 
di bagian HRD. Bidang yang mengurusi 
pengangkatan pekerja. 

“Kami buat kesepakatan antara 
pemerintah daerah dengan perusahaan 
agar memprioritaskan anak daerah 
masuk kerja. Juga menempatkan 
anak-anak daerah menjadi HRD”, tutur 
Drs Taslam, Bupati Morowali kepada 
Seputar Rakyat.

Kebijakan ini lahir karena protes-
protes warga setempat. Mereka minta 
perlakuan khusus dalam pengangkatan 
pekerja. Terlepas apapun tingkat 
pendidikan dan keahlian mereka. 

Melubernya pekerja dari luar daerah 
Morowali dan terutama pekerja 
asal Tiongkok dianggap membatasi 
kesempatan kerja penduduk lokal. Ini 
kerap memicu sentimen rasial soal 
tenaga kerja. Apalagi, sejak lama warga 
setempat sering menyoal dugaan 
mobilisasi pekerja ilegal asal Tiongkok 
di IMIP. 

Banyak komplain warga lokal soal 
pekerja asal Tiongkok. Mereka 
menganggap sejumlah pekerja 

Tiongkok mengerjakan pekerjaan 
yang tidak memerlukan keahlian dan 
tingkat pendidikan tertentu. Warga 
menganggap pekerjaan-pekerjaan itu 
bisa dilakukan penduduk lokal. Mereka 
tidak menyoal pekerja Tiongkok sejauh 
memiliki keahlian. 

###

UPAH nominal buruh di kawasan IMIP 
tergolong lumayan. Sesuai SK Gubenur 
Sulawesi Tengah Nomor:561/509/Dis.
Nakertrans- G-ST/2019, Upah Minimum 
Sektoral Kabupaten (UMSK) Morowali di 
sektor industri pertambangan sebesar 
Rp 3,6 juta. Naik dari Rp 3,3 juta pada 
tahun lalu.

Saat ini, dengan jam kerja 40 jam 
perminggu, para pekerja (kru) 
memperoleh upah – gaji pokok, 
tunjangan perumahan, tunjangan 
lokasi, dan tunjangan keluarga – Rp 
3,6 juta  perbulan. Dengan perolehan 
tunjangan tidak tetap (kehadiran dan 
shift malam) dan lembur, para pekerja 
memperoleh antara Rp 4,5 juta  hingga 
Rp 5,5 juta atau lebih. Karena kerja 
lembur berbeda antara setiap divisi, 
maka take home pay pekerja memang 
bervariasi. 

Kendati  nilai nominal besar, upah buruh 
di kawasan IMIP tidak cukup memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dasar pekerja 
dan keluarga mereka. Sewa kos, biaya 
makan, dan ongkos transportasi adalah 
komponen-komponen pengeluaran 
yang menguras biaya. Sewa kos 
bervariasi antara Rp 700 ribu dan Rp 
1,5 juta perbulan. Karena mengendarai 

SOAL-SOAL PERBURUHAN 
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sepeda motor ke tempat kerja, para 
pekerja membeli premium di atas harga 
pasar Rp 9.000 perliter. 

Beban berat dialami buruh-buruh 
yang sudah berkeluarga. Mereka harus 
menyewa tempat kos yang memadai. 
Buruh-buruh yang belum berkeluarga 
biasa berpatungan menyewa sebuah 
bilik kos. Merupakan hal biasa, mereka 
berutang berbagai kebutuhan di 
kios-kios terdekat dan melunasinya 
saat penerimaan gaji. Pemandangan 
menonjol terjadi di akhir bulan. Banyak 
warung dan kios terlihat sepi. Kontras 
dengan awal bulan setelah penerimaan. 
Warung-warung dan kios-kios dipadati 
pengunjung. 

“Itu pertanda kemampuan daya beli 
buruh rendah. Karena upah yang 
diterima tidak cukup mengongkosi 
buruh untuk hidup layak”, ujar Anto 
Badung, seorang aktivis buruh di sana.

###

KESELAMATAN dan kesehatan kerja 
menjadi masalah menonjol di IMIP. 
Peristiwa kecelakaan kerja kerap terjadi.  
Buruh meninggal dunia sudah berulang. 

24 November 2019, Rian Subroto, 
bekerja di bagian mekanik di PT IRNC, 
meninggal dunia secara mengenaskan. 
Ia terkena percikan api dari tungku 
pabrik pengolahan nikel sehingga 
membakar sekujur tubuhnya.

20 April 2018, Aris Heni Pratama, pekerja 
di bagian Departemen Cathering 
IMIP tewas. Itu terjadi setelah sebuah 
helikopter milik PT Whitesky jatuh di areal 
PT IMIP menimpanya. Dalam peristiwa ini,  
6 orang – crew dan para pembuat film 
asal Tiongkok yang sedang membuat 
film dokumenter tentang PT IMIP – di 
dalam helikopter yang naas juga tewas. 

11 Februari 2018, seorang pekerja ITSS 
asal Tiongkok tewas. Pekerja berumur 
30 tahun bernama Shan Ka meninggal 
seketika setelah terjatuh di areal slag 
yang panas. 

8 Desember 2017, Tahrir Latola, pekerja 
mekanik di PT SMI tewas. Korban sedang 
bekerja membersihkan mesin yang 
sedang tidak beroperasi. Dilaporkan, 
ia meninggal seketika, karena kelalaian 
pekerja lain yang menghidupkan mesin 
tersebut secara tidak sengaja. 

21 Mei 2017, pekerja SMI, Joko Hama 
Ngadi (50) meninggal dunia setelah 
sekujur tubuhnya terlindas bulldozer  
yang dikendarai rekannya sesama 
pekerja. Tahun-tahun sebelumnya, 
beberapa peristiwa kecelakaan yang 
mematikan di tempat kerja juga dialami 
buruh-buruh di kawasan IMIP.

 Angka kecelakaan kerja memang tinggi 
di IMIP. Dari Januari hingga September 
2019, data yang dihimpun Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah 
menunjukkan 154 kasus kecelakaan 
kerja di kawasan industri itu. Data 
itu bersumber dari laporan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
Data BPJS bersandar pada jumlah 

klaim jaminan kecelakaan kerja. Tetapi, 
BPJS tidak merinci jenis dan derajat 
kecelakaan yang dialami para pekerja.

Kesehatan kerja merupakan soal 
penting bagi para pekerja. Bekerja 
secara intensif di pabrik-pabrik dan 
penambangan tentu punya dampak 
terhadap kesehatan tubuh dan mental 
buruh. Pengoperasian pabrik dan 
penambangan juga menimbulkan 
dampak terhadap udara, air, dan 
kebisingan lingkungan. Ini memengaruhi 
kesehatan pernapasan, pengindraan, 
dan pendengaran buruh.  

Data klinik PT IMIP menunjukkan 10 
penyakit terbesar dari para pasien yang 
berobat di klinik itu. Sebuah publikasi 
yang diterbitkan oleh Rosa Luxemburg 
Stiftung (RLS) di Jerman November 2019 
sebut pengunjung dengan diagnosa 
menderita Acute Rhinitis adalah paling 
tinggi di IMIP. Publikasi yang ditulis 
Arianto Sangadji dan Muhamad Fardan 
berjudul Road to Ruin: Challenging the 
Sustainability of Nickel-based Production 
for Electric Vehicle Batteries bilang 
angkanya mencapai 26.133 pasien, 
periode dari Januari  hingga Agustus 
2019.  Mayoritas di antara mereka 
adalah para pekerja di kawasan industri 
itu. Karena selain pekerja, klinik tersebut 
juga terbuka bagi anggota keluarga 
mereka, warga sekitar, dan pekerja 
kontraktor. 

###
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AKSI-AKSI protes buruh selalu terjadi 
di Morowali. Aksi-aksi itu merupakan 
jawaban terhadap penghisapan kerja 
buruh. Tuntutan-tuntutan aksi bersifat 
ekonomis dan normatif. Pemutusan 
hubungan kerja (PHK) dan kenaikan 
upah merupakan tuntutan-tuntutan 
paling menonjol. 

Pemogokan menjadi senjata utama. 
Sejarah pemogokan buruh sudah 
berlangsung lama, sejak beroperasi 
PT BDM. Pada awal Mei 2012, sekitar 
400 pekerja yang tergabung dalam 
Serikat Pekerja Lingkar Tambang (SPLT) 
melakukan pemogokan. Aktivitas 
PT BDM lumpuh. Mereka menuntut 
perubahan kontrak kerja, uang lembur, 
jamsostek, dan hak buruh berorganisasi. 

Beberapa tuntutan buruh terpenuhi. PT 
BDM kemudian menjadi satu dari sedikit 
perusahaan tambang pemegang IUP 
di Morowali yang mengikuti program 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
kematian, dan jaminan hari tua 
(Jamsostek). 

Pemogokan buruh PT BDM kembali 
terjadi besar-besaran pada 

pertengahan September 2013. Saat itu, 
perusahaan berencana memberlakukan 
skema kontrak kerja tiga bulan hingga 
Desember 2013 dengan para buruh 
yang sudah bertahun-tahun bekerja 
untuk perusahaan, tetapi  kontrak kerja 
mereka segera berakhir. Perusahaan 
melakukannya karena kebijakan 
larangan ekspor bijih nikel Januari 2014.  

Skema kontrak memicu pemogokan 
buruh selama seminggu. Para 
pekerja menolak skema baru. Mereka 
menganggap perusahaan hanya 
menghisap tenaga kerja mereka  untuk 
menambang bijih nikel hingga batas 
waktu larangan ekspor. Buruh juga 
menuntut pemangkasan jam kerja. 
Pemogokan melumpuhkan operasi 
perusahaan. Pemerintah lantas 
mengintervensi melalui mekanisme 
tripartit. 

Hasilnya, perusahaan mengalah 
dengan memperpanjang kontrak. 
Sebagian buruh kemudian mengikat 
kontrak dengan perusahaan di bawah 
skema perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu (PKWTT) atau hubungan 

kerja yang bersifat tetap. Perusahaan 
mengakhiri jam kerja 11 jam sehari dan 
menggantikannya dengan 7 jam sehari. 
Para buruh meraup kemenangan.   

Pada 12 Maret 2014, sekitar 300 buruh 
PT BDM dan PT SMI melakukan aksi 
protes di depan pintu masuk proyek 
pembangunan smelter PT SMI di Desa 
Fatufia. Saat itu, Gubernur Sulawesi 
Tengah Longki Djanggola dan Bupati 
Morowali Anwar Hafid melakukan 
kunjungan ke lokasi pembangunan 
pabrik. Para buruh meminta perusahaan 
memulangkan para pekerja asal 
Tiongkok dan mengutamakan pekerja 
lokal. Mereka juga meminta perusahaan 
membayarkan pesangon kepada buruh 
yang dipecat secara sepihak dan 
mengecam tindakan pelecehan seksual 
terhadap pekerja perempuan. Puluhan 
aparat bersenjata dari Kepolisian RI 
(Polri) dan Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) mengawasi dengan ketat aksi 
unjuk rasa yang panas ini. 

Pemogokan juga dilakukan oleh buruh-
buruh PT SMI pada pertengahan Maret 
2014. Mereka menolak pengerahan 

Aksi Pemogokan Buruh di IMIP Januari 2019 (Kredit foto, Tirto)
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tenaga kerja asal Tiongkok di 
tengah-tengah rencana perusahaan 
melakukan PHK terhadap buruh-buruh 
asal Indonesia. Mereka juga menyoal 
perlakukan perusahaan yang tidak 
adil terhadap pekerja asal Indonesia 
dibanding pekerja asal Tiongkok. 
Pemogokan melumpuhkan kegiatan 
pembangunan smelter. 

Aksi ini diikuti sejumlah insiden kekerasan. 
Menghadapi aksi-aksi buruh yang 
meningkat, aparat bersenjata lengkap 
dari TNI dan Polri datang mengamankan 
pabrik. Para buruh menghitung jumlah 
anggota TNI sekitar 20 orang dan 
Polri 115 orang berjaga-jaga di area 
pembangunan pabrik selama dua hari.  
Para buruh bilang sejumlah orang – 
diduga disponsori aparat – melakukan 
penyerangan terhadap aktivis buruh di 
sebuah tempat kos yang menjadi basis 
perlawanan para buruh di Desa Fatufia.  

Pada 2016 muncul gerakan buruh besar 
menolak SK Gubernur Sulawesi Tengah 
tentang penetapan UMK. Gerakan 
mengambil bentuk pemogokan selama 
2 setengah hari. Mayoritas buruh yang 
terlibat dalam pemogokan adalah 
buruh-buruh nonserikat. Meskipun 
begitu, serikat-serikat buruh mengambil 
peran kepeloporan. Organisasi-
organisasi buruh yang terlibat dalam 
pemogokan adalah Front Nasional 
Pergerakan Buruh Indonesia (FNPBI), 
Serikat Pekerja Bintangdelapan Mineral 
(SP-BDM), Serikat Pekerja Sulawesi 
Mining Investmen Pabrik (SP-SMIP), 
dan Gerlita (Gerakan Rakyat Lingkar 
Tambang). Pemogokan sukses karena 
pemerintah mengubah SK sesuai 
tuntutan buruh.

Aksi pemogokan buruh terbaru 
terjadi pada pekan keempat Januari 
2019. Pemogokan dilakukan sebagai 
tanggapan terhadap SK Gubernur 
tentang UMSK (upah minimum sektoral 
kabupaten). Sebelumnya Bupati 
Morowali telah merekomendasikan 
kenaikan UMSK sebesar 20% kepada 
Gubernur Sulteng untuk ditetapkan. 

Tetapi Gubernur tidak bersedia 
menetapkan kenaikan UMSK karena 
PT IMIP mengajukan surat keberatan 
kepada Dewan Pengupahan Provinsi. 

Ceritanya, akhir Desember 2018, 
bertempat di Rumah Jabatan Bupati 
Morowali berlangsung pertemuan 
antara pemerintah daerah, asosiasi 
pengusaha di daerah itu dan serikat 
buruh. Di antara yang hadir adalah  
Ketua Apindo Najib Djibran, Ketua Kadin 
Abd. Hamid Hasyim, Ketua DPC SPN 
Kabupaten Morowali Katsaing, Ketua 
SP PT Graha Krida Theny DJ S.Sos, Ketua 
SPM SMIP Masri, FPE PT GCNS Arfianto, 
Ketua SPT BDM Imran, SBSI Randy Tandi.S, 
SP GCNS Jamaludin, dan Ketua SPIM 
Afdal Amin. Pertemuan menghasilkan 
kesepakatan tentang usulan kenaikan 
UMSK Morowali tahun 2019.  UMSK 
tahun 2019 untuk sektor industri 
pertambangan sebesar Rp. 3.480.000 
dan sektor industri perkebunan sebesar 
Rp. 3.035.850.

Mayoritas dari ribuan buruh yang 
melakukan pemogokan adalah buruh-
buruh nonserikat. Organisasi-organisasi 
buruh yang mengambil kepeloporan 
membentuk front yang melibatkan 
Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM), 
Serikat Pekerja Nasional (SPN), FPE, dan 
SP-SMIP. Buruh menuntut kenaikan upah 
20%. Ratusan aparat keamanan dari TNI 
dan Polri berjaga-jaga mengamankan 
aksi tersebut.

Pemogokan sukses. Kendati tuntutan 
hanya dipenuhi 13%. “Lumayan, naiknya 
dari upah sebelumnya Rp 2,8 juta 
[menjadi] Rp 3,3 juta”,  kata Afdal, Ketua 
SPIM.

###

MAYORITAS buruh di Morowali adalah 
buruh nonserikat. Seorang aktivis buruh 
dan buruh di IMIP memperkirakan hanya 
sekitar 10% buruh di lingkungan kawasan 
industri itu terlibat dalam serikat 
pekerja. Padahal organisasi serikat 
pekerja bermanfaat bagi buruh untuk 
memajukan kepentingan-kepentingan 
kaum buruh seperti soal kesejahteraan, 
keselamatan kerja, perlindungan hak, 
kontrak kerja, dll.  

Beberapa serikat kerja sudah terbentuk 
di IMIP. Di antaranya SPN, Serikat Buruh 
Setiakawan  Indonesia (SBSI), Federasi 
Pekerja Energi (FPE), SPIM, SP-SMIP, dan 
SP-BDM. Pernah juga terdapat serikat 
pekerja yang berafiliasi dengan FNPBI. 

Boleh disebut, yang paling tua di antara 
serikat-serikat itu adalah SP-BDM. Cikal 
bakalnya bermula dari kehadiran SPLT, 
sebelum bertransformasi menjadi SP 
BDM pada 2012. Saat itu, dari sekitar 28 
perusahaan yang sedang menambang 
nikel di Morowali, hanya PT BDM yang 
memiliki serikat pekerja

Salah satu isu perburuhan yang menjadi 
perhatian organisasi-organisasi serikat 
buruh di Morowali adalah tentang 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sejauh 
ini, belum ada satupun perusahaan di 
lingkungan IMIP yang menerapkan PKB. 

“Kami menjadikan PKB sebagai agenda 
utama tuntutan buruh ke depan”, tutur 
Afdal, Ketua SPIM (Tim Redaksi).
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BERTEMPAT di Sekretariat Serikat 
Pekerja Industrial Morowali (SPIM) di 
Desa Bahudopi (1/9/2019) berlangsung 
diskusi tentang perburuhan di Morowali.

Diskusi menghadirkan Anto Badung, 
aktivis buruh di Morowali, sebagai 
narasumber. Diskusi dihadiri belasan 
buruh-buruh di lingkungan IMIP. 

Badung menjelaskan sejarah dan peta 
gerakan buruh di Morowali. Menurutnya, 
gerakan buruh di Morowali tumbuh 
sejalan dengan pertumbuhan Industri 
pertambangan di wilayah itu. Ada 

gerakan-gerakan yang bersifat spontan 
dan gerakan-gerakan buruh yang 
terorganisir.

Menurut Badung, tuntutan-tuntutan 
buruh masih bersifat normatif. Itu karena 
masih banyak terjadi kasus-kasus 
pelanggaran normatif dalam hubungan 
industrial di IMIP. 

Badung juga menyatakan bahwa 
mayoritas buruh di IMIP adalah buruh 
nonserikat. Menurutnya, buruh-buruh 
harus berserikat. Dengan berserikat 
buruh-buruh dapat memperjuangkan 

DISKUSI PERBURUHAN BAHUDOPI

Kegiatan dan Aksi YTM

Anto Badung (Dok. YTM)

masalah mereka secara bersama-
sama. Apalagi masalah yang dihadapi 
semua buruh di tempat kerja sama saja. 
Mereka menghadapi sistem kerja yang 
sama. Aturan-aturan yang sama. 

“Ketika bekerja mereka bekerja secara 
bersama-sama. Buruh bergantung satu 
sama lain, apapun jenis pekerjaannya.  
Divisi yang satu bergantung kepada 
divisi yang lain”, kata Badung.

##
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SULTENG Bergerak dan Yayasan Tanah 
Merdeka (YTM) menyelenggarakan 
Diskusi terbuka bertopik Kapitalisme 
Bencana (22/1/2020) di Kantor Yayasan 
Tanah Merdeka.

Diskusi dihadiri para aktivis mahasiswa 
dan organisasi nonpemerintah di Palu. 

Diskusi menyoroti peran lembaga-
lembaga keuangan multilateral 
dalam pemulihan dan rekonstruksi 
paskabencana di Palu, Sigi, dan 
Donggala. Atas nama bencana, 
lembaga-lembaga keuangan itu 
mengeruk keuntungan melalui pinjaman 
yang diberikan kepada pemerintah 

Indonesia untuk pembangunan kembali 
berbagai infrastruktur yang rusak karena 
bencana 28 September 2018.## 

DISKUSI KAPITALISME BENCANA
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PROTES DESAK PERUSAHAAN BAYAR CSR

KOALISI Rakyat Palu (KRP) melakukan 
aksi unjuk rasa Kamis (16/1/2020) 
di Kantor DPRD Kota Palu, Sulawesi 
Tengah.

Koalisi terdiri dari LBH Palu, LBH Sulteng, 
Aliansi Palu Monggaya (APM), Yayasan 
Tanah Merdeka (YTM), Kongres Advokat 
Indonesia (KAI) Sulteng, Sarekat Hijau 
Indonesia (SHI) dan Sarekat Pekerja 
Hukum Progresif (SPHP) bersama 
Masyarakat Kelurahan Buluri dan 
Watusampo Kecamatan Ulujadi.

Koalisi mendesak perusahaan-
perusahaan tambang galian C yang 
beroperasi di wilayah Kota Palu itu agar 
segera membayarkan tanggung jawab 
sosial dan lingkunganya kepada warga. 

Selama ini belasan perusahaan yang 
beroperasi di sana tidak membayarnya 
kepada warga yang berada di sekitar 
tapak proyek. 

“Padahal kewajiban perusahaan itu 
tertuang dalam UU No 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 
25 tahun 2007 tentang Penanamam 
Modal dan PP Nomor 47 tahun 2012 
tentang Tanggungjawab Sosial dan 
Lingkungan Perseroan Terbatas” 
jelas Fajar Maulana, kordinator KRP”, 
tutur Fajar Maulan, Kordinator KRP 
(Beritasatu.com, 16/1/2020). 

KRP juga mendesak DPRD Kota Palu 
untuk mencabut Perda No 13 Tahun 
2016. KRP menganggap Perda No 

13 tahun 2016 bertentangan dengan 
perundang-undangan yang ada.

“Perda ini dibuat secara tidak profesional 
dan sarat dengan kepentingan pribadi, 
bahkan bertentangan dengan undang-
undang di atasnya” tegas Ahmar 
Welang, SH dari LBH Palu, dalam 
orasinya (Beritasatu.com, 16/1/2020).

Aksi tersebut kemudian dilanjutkan 
dengan aksi (20/1/2020) di depan 
Pengadilan Negeri (PN) Palu. Aksi diikuti 
lebih dari 100 orang. Aksi dibarengi 
dengan  pendaftaran gugatan warga 
Buluri dan Watusampu terhadap 
perusahaan-perusahaan galian C 
yang tidak membayar corporate social 
responsibility (CSR) kepada warga.##

Orasi Richard Labiro dari YTM (Foto, KRP)
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Rumah kos buruh IMIP di desa Fatufia (Dok. YTM)


